
WALIKOTA TANGERANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat, perlu menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Tangerang sebagai Badan Layanan Umum Daerah
dengan memberikan kewenangan dalam pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan
prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktek
bisnis yang sehat, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah;

bahwa Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang sebagai Badan Layanan Umum Daerah
berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Usulan Penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Tim Nomor
445.9/01/Perek/2014;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Tangerang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3518);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

Menimbang : a.

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 445/Kep.87 -RSUD/2014

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG SEBAGAI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH

WALIKOTA TANGERANG



4.Undang-Undang  Nomor   32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor  4437)  Sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang  Nomor  32    Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4844);
5.Undang-Undang  Nomor   33  Tahun  2004  tentang

Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintahan Antara
Pemerintah,   Pemerintahan   Daerah   Provinsi   dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);
8.Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor  150,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik   Negara/Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4609);
11.Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota

Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);



Ditetapkan di Tangerang

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG SEBAGAI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SECARA PENUH.

Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara

penuh

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka kepada Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Tangerang diberikar. fleksibilitas
dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi,

produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KETIGA

KEDUA

KESATU

Menetapkan :

14.Peraturan  Daerah  Nomor  12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Tangerang Nomor 12);
15.Peraturan Walikota  Nomor  3  Tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umuni Daerah Kota
Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013
Nomor 3);

16.Keputusan Walikota  Nomor  800/Kep.l-Bag.Perek/2014
tentang Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Darah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :


